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LANDASAN HUKUM DAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Penelitian yang dilakukan pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api- Api
memerlukan dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum tersebut adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran :

a. Pasal1layat3

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan
penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
b. Pasal 1ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-
batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau
bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

c. Pasal 1ayat 36

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan
dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat
apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

d. Pasal 22 ayat 1

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang
menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk
mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan

Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.



a. Pasal 1 ayat 1

Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang
menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan, dan lingkungan maritim.
b. Pasal 1 ayat 2

Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang Transportasi
Sungai, Danau Dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib
memenuhi standar keselamatan
c. Pasal 1 ayat 3

Standar keselamatan bidang Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan
sebagai dimaksud pada ayat 2, merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan
prasarana bidang Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang meliputi :

1) Sumber Daya Manusia

2) Sarana dan/atau Prasarana

3) Standar Operasional Prosedur
4) Lingkungan

3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL — 12 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (Non-
Convention Vessel Standard Indonesian Flagged) Bab IV Pasal 80 Tentang
Perlengkapan penolong kapal penumpang daerah pelayaran lokal yaitu:
1.Sekoci ( Lifeboat)

2. Rakit Penolong (Liferaft)
3. Pelampung Penolong (Lifebouy)

4. Jaket Penolong (Lifejaket)

2.2 Landasan Teori

Untuk mendukung dasar hukum yang sudah ada, maka perlu adanya teori pendukung
pada penulisan Kertas Kerja Wajib ini. Berikut beberapa teori yang terkait dalam penulisan

Kertas Kerja Wajib ini:



1. Transportasi

Menurut Fidel Miro pada buku “Perencanaan Transportasi” (2010), bahwa Transportasi
adalah usaha memindahkan, menggerakan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari
suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat
berguna untuk tujuan-tujuan tertentu

2. Kepelabuhanan

Menurut (Abubakar Dkk, 2013) kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan
ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan
berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian
nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

3. Kapal Penyeberangan

Abu Bakar dkk (2010), Mengatakan bahwa kapal penyeberangan adalah sebagai salah
satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia merupakan bagian dari sistem
Transportasi Nasional yang memiliki karakteristik tersendiri. Kapal Penyeberangan

berdasarkan fungsinya terbagi atas 3 (tiga):

1. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang.

2. Kapal Penyeberangan yang memuat Kendaraan.

3. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang dan Kendaraan.
4. Panjang dan Lebar Kapal

Menurut Bambang Triatmodjo pada buku “Perencanaan Pelabuhan” (2010), panjang
kapal dihitung dari ujung haluan sampai ujung belakang buritan sedangkan lebar kapal adalah
jarak maksimum antara dua sisi kapal.

5. Sekoci

Kunco Wati (2019), Mengatakan bahwa sekoci merupakan perahu keselamatan yang
digunakan untuk meninggalkan kapal apabila kapal dalam keadaan darurat.
6. Liferaft

Mohamad Rahju (2019), Mengatakan bahwa Liferaft merupakan alat keselamatan kapal



berbentuk kapsul kembang yang penempatan posisinya ada di bagian boat dek kapal

7. Pelampung Penolong

Adi Guna Santara (2014), Mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa
dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

8. Jaket Penolong

Adi Guna Santara (2014), Mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi
pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam
dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau
melayang di dalam air.
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